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ABSTRAK 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat 
diinginkan oleh Islam. 

Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut tidaklah 
mudah. Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana amanat UU No 7 Tahun 1989 
adalah pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan 
dengan perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah istri. Perkara tersebut menarik 
dikaji karena perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor, 1) tidak 
terpenuhinya nafkah lahir, 2) ditinggal sang suami (selaku tergugat) dalam beberapa 
waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, hukum Islam maupun hukum positif telah 
tegas memberikan sanksi kepada suami yang tidak memberikan nafkah pada istri 
dengan beberapa alasan yang telah ditentukan tersebut di atas. Dengan demikian, 
pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut dapatlah menjadi 
alasan perceraian oleh pihak istri (selaku penggugat) walau gugatan tersebut tidak 
dihadiri oleh pihak tergugat (suami). Maka di sini penting kiranya untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sebagaimana termaktub dalam 
putusan hakim No: 0034/Pdt.G/2010/ PA.Wno. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Library Research. 
Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang putusan kurang 
terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian (studi atas Putusan Hakim No: 
0034/Pdt.G/2010/PA.Wno, Pengadilan Agama Wonosari. Dalam skripsi ini, 
pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis normatif, dengan cara 
menganalisis suatu masalah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku yakni aturan 
yang berdasarkan nash dan aturan-aturan yang berdasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah 
tersebut. 

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, hasil penelitian terhadap 
perkara putusan tersebut, adalah bahwa hukum acara yang telah diaplikasikan di 
pengadilan Agama Wonosari telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 
Sedangkan, dari aspek pertimbangan hakim adalah dikembalikan pada akibat dari 
tidak terpenuhinya nafkah lahir istri karena ditinggal suaminya (selaku tergugat) 
selama beberapa waktu, sehingga akibat berikutnya adalah tidak adanya 
ketenteraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga 
sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Pertimbangan lain 
yang patut diperhatikan oleh hakim selanjutnya dalam menangani kasus perceraian 
dengan alasan suami mengabaikan (melalaikan) nafkah lahir adalah bahwa Tergugat 
telah melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 116 huruf (b) dan (g).  
Dasar hukum lain adalah mendengar keterangan dari penggugat selaku istri dan 
keterangan dari beberapa saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dalam 
persidangan bahwa suami tersebut telah melalaikan kewajibannya. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Perkawinan dalam Islam menempati keistimewaan, bahkan Islam 

menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan agar 

di antara suami dan istri saling mengenal.1 Dengan begitu, orang yang telah 

menjalankan perkawinan adalah telah melaksanakan sunah Rasul.2 Dengan 

menjalankan atau mengikuti sunah nabi tersebut, itu artinya berarti umat Islam 

telah menjalankan separuh ibadah di dunia. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang 

punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait 

dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Jadi tidak sekadar berdasarkan 

dari keinginan seorang saja, akan tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah 

perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi 

acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dijaga 

dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan 

                                                           
1 Q.S Al-Hujura>|t (49): 13. 
 
2 Sebagaimana Hadis Nabi  �� ���� �	
 �� �� ��� �	�� ���	�� Ibn Hajar al-Asqalani, Bulu<g{{{{{{{{{{h}}}}}}ul 

mara<m, Dar Ihya’ al Kutub Al Arabiyah Indonesia, Hadis Nomor 994, Kitabun an Nikah, Hadis dari 

Anas bin Malik. Hlm. 200. 
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dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (mawaddah wa 

rahmah) dapat terwujud3 sehingga akan melahirkan ketenteraman dan 

kebahagiaan hidup.4 

Salah satu prinsip perkawinan adalah menguatkan ikatan perkawinan 

agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus 

dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Akan tetapi, jika 

semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi 

sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka 

perceraian boleh dilakukan.  

Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun 

tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti 

ajaran dalam agama lain. Apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan 

malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak 

dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus 

dikorbankan.5 

Islam memahami dan menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, Islam 

membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan 

jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan 

                                                           
3 Ahmad Khuzari, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, (Jakarta: Rajawali Press, 1995). Hlm. 

87. 
4 Ar-Ru>m (30): 21. 
 
5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung Pustaka Setia, 2000), hlm. 15. 
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manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau 

perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. 

 Walaupun maksud perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan 

kerukunan hati masing-masing, namun kebahagiaan itu tidak akan tercapai 

dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Hal itu dikarenakan kebahagiaan  

tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, 

tetapi penderitaan. Oleh karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan, 

tetapi tidak pula mempermudah perceraian.6  

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat 

Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan kemampuan 

ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi 

tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu 

mudah pasangan suami-istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan  

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.7 Pada dasarnya, terjadinya 

suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang 

mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan 

bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor 

ekstern dalam rumah tangganya atau pun faktor intern. 

                                                           
6 H.M Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indah, 1985). 111. 
 
7 http://arifjulianto. Wordpress.com. Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia. Diakses pada 

tanggal 19 April 2011. 
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Salah satu faktor yang paling mendasar adalah pemahaman antara hak 

dan kewajiban antara suami dan istri. Antara keduanya terikat oleh hak dan 

kewajiban yang telah diatur oleh agama, yang meliputi hak dan kewajiban 

istri terhadap suami, serta hak dan kewajiban suami terhadap istri.  

Berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri, seorang suami 

mempunyai dua kewajiban pokok yang harus dilaksanakan, yaitu: pertama, 

kewajiban suami yang bersifat material (z{a>hir), yang meliputi mahar dan 

nafkah (sandang, pangan, dan tempat tinggal), kedua, kewajiban  suami yang 

bersifat immaterial (abstrak). 

Pada kenyataannya, dalam pemenuhan kebutuhan lahir tidak berjalan 

dengan mudah. Banyak hal-hal yang merintangi, entah hal itu berasal dari 

dalam keluarga maupun dari luar keluarga. 

Berhubungan dengan pengabaian pemenuhan kebutuhan (nafkah) lahir 

yang dilakukan oleh suami, penyusun ingin mencoba menguraikan lebih jauh 

dengan melakukan penelitian tentang pengabaian nafkah lahir terhadap istri di 

Pengadilan Agama Wonosari. Dalam penelitian ini, penyusun mendapat 

informasi secara online pada situs Pengadilan Agama, bahwa banyak kasus 

yang diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama terkait dengan cerai 

gugat istri karena alasan suami mengabaikan/tidak bertanggung jawab dari 
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segi nafkah lahiriah. Faktor ini merupakan kasus yang paling dominan yang 

diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari.8     

Pengabaian ini bisa diduga disebabkan kebanyakan orang Wonosari 

banyak bekerja keluar daerah dalam waktu yang lama. Hal ini menjadi 

masalah yang serius jika kepergiannya tidak pernah memberi kabar atau pergi 

tanpa pamit.  

Banyak orang Wonosari yang bekerja keluar kota atau daerah lain, 

karena sumber daya alam daerah Wonosari masih belum bisa menunjang 

tingkat ekonomi masyarakatnya. Maka dengan bekerja di luar daerah 

diharapkan akan mampu menunjang kehidupan ekonomi mereka. 

 Namun, di sisi lain, pergeseran sosial baik secara psikologi, maupun 

sosiologi secara perlahan mengubah pola dan gaya hidup mereka. Perselisihan 

dalam rumah tangga ini timbul dan lebih banyak karena persoalan ekonomi 

dan pengabaian tanggung jawab tersebut.  

Lembaga Pengadilan Agama khusunya peran hakim Pengadilan 

Agama tersebut menjadi penting untuk menjembatani perselisihan ini. Usaha 

hakim yang terpenting adalah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum 

dari para pihak yang bersengketa. Usaha ini dapat dimulai dari upaya secara 

                                                           
8 Sebagaimana dilansir dalam informasi yang diperoleh dari website PA Wonosari bahwa 

penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosari yang terbanyak  adalah: 1) 
meninggalkan kewajiban, 2) terus-menerus berselisih (tidak ada keharmonisan), 3) masalah ekonomi, 
4) gangguan pihak ketiga, dan 5) kawin paksa. Lihat http://pa-wonosari.net/ diakses  Pada tanggal 20 
April 2011. 
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prosedural berperkara sampai pada substansi penyelesaian dan pertimbangan 

hakim dalam berijtihad dalam sebuah akhir putusan di Pengadilan Agama. 

Berdasarkan latar belakang di atas, Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/ 

PA.Wno tahun 2010 berkenaan dengan upaya istri untuk mencerai gugat 

suaminya di Pengadilan Agama Wonosari. Dalam kasus-kasus tersebut, salah 

satu alasannya adalah suami mengabaikan nafkah lahir karena ditinggal pergi 

selama beberapa tahun. Permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat 

sebagai bahan penelitian.  

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses keputusan cerai gugat yang diajukan istri karena 

pengabaiaan nafkah lahir di Pengadilan Agama Wonosari dengan No: 

0034/Pdt.G/2010/ PA.Wno tahun 2010? 

2. Bagaimana tujuan yuridis  dan normatif terhadap putusan hakim dalam 

menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a) Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penyelesaian cerai gugat yang diajukan istri  

karena pengabaian nafkah lahir di Pengadilan Agama Wonosari No: 

0034/Pdt.G/2010/ PA.Wno tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut. 
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b) Kegunaan Penelitian 
1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan, terutama 

pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif. 

2. Secara praktis, skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran 

bagi para hakim, di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari dan 

Pengadilan Agama pada umumnya, dalam menyelesaikan perkara 

perceraian karena pengabaian nafkah lahir terhadap istri dan para 

pihak lain yang ingin memperdalam masalah ini. 

D. Telaah Pustaka 

Muhammad Ilhamuna dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Pengabaian Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007. Penelitian ini membahasa tentang 

pelanggaran ta’lik talaq oleh suami dengan cara pengabaian nafkah lahir 

secara sengaja oleh suami sebagai alasan perceraian dan tinjauan hukum 

Islamnya di Pengadilan Agama Kebumen     

Nurul Maulidiyah dalam skripsi “Tidak Terpenuhi Nafkah Secara 

Cukup sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2004)”9 membahas lebih fokus pada ketentuan kadar 

nafkah dan alasan perceraian pemberian nafkah yang tidak cukup, ini 

                                                           
9 Nurul Maulidiyah “Tidak Terpenuhi Nafkah Secara Cukup sebagai Alasan Perceraian (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004)” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2006).  
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membedakan dengan penelitian yang penyusun lakukan yang lebih 

menekankan pada pengabaian nafkah lahir dari proses penyelesaian hukum 

acara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut. 

Skripsi Rochani yang berjudul “Beban Nafkah  sebagai Alasan 

Perceraian bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 

2003-2004)”,10 membahas faktor tidak tanggung jawab seorang TKI  sehingga 

menyebabkan perceraian. 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tuntutan Cerai (Khu>lu’) karena 

Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Istri (Studi 

Komparasi Pendapat Imam Syari’i dan Ibn Hazm).11 Skripsi ini membahas 

tentang pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang tuntutan cerai istri 

karena ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah lahir dan menentukan 

pendapat yang terkuat dari keduanya. Hasilnya adalah menurut Imam Syafi’i, 

apabila suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada istrinya, maka istri 

mempunyai hak khiya>r antara tetap bersama suaminya atau meminta cerai.  

Sedangkan menurut Ibn Hazm, istri tidak dapat mengajukan perceraian, baik 

karena tidak adanya nafkah karena sengaja tidak diberi atau memang suami 

benar-benar tidak mampu. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat 

                                                           
10 Rochani “Beban Nafkah  Sebagai Alasan Perceraian bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan 

Agama Indramayu Tahun 2003-2004)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). 
 
11 Usep Saefudin, Tuntutan Cerai (Khulu’) karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah 

Lahir kepada Istri (Studi Komparasi Pendapat Imam Syari’i dan Ibn Hazm). Fakultas Syari’ah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999). 
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Imam Syafi’i karena sesuai dengan  tujuan Syariat (maqa>sid syari>’ah ) yaitu 

memelihara kemaslahatan dengan terpeliharanya jiwa istri. 

Skripsi Swanfri dengan Judul “ Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

Klaten, Analisis Terhadap Perceraian Faktor Suami Meninggalkan Tanggung 

Jawab Tahun 1997-1999”.12 Penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

permasalahan suami meninggalkan istri sehingga mendorong istri untuk 

melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Klaten ditambah dengan 

pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim. 

E. Kerangka Teoritik 

Pernikahan (perkawinan) adalah wahana bertemunya dua hati yang 

sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecendrungan dan obsesinya. 

Dari definisi mendasar tersebut, tentu akan ada konflik yang muncul akibat 

perbedaan yang substansinya antara dua hati yang berbeda. Konflik bila tidak 

ditanggapi dengan serius tentu akan mengarah kepada perceraian, sehingga 

itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian.13 

Tujuan disyariatkan perkawinan oleh Allah SWT untuk mewujudkan 

ketenangan dan kebahagiaan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang 

(sakinah mawaddah wa rahmah) antara suami-istri, serta dengan anak-

anaknya untuk melanjutkan keturunan dengan cara yang terhormat. 

                                                           
12 Swanfri “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis terhadap Perceraian Faktor 

Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1999”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2001). 

13 M. Muhyidin, Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena  Kawin Cerai Selebritis, cet. 
Ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hlm. 5. 
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Tentunya setiap orang menginginkan terciptanya rumah tangga yang 

harmonis serta diliputi dengan ketenangan dan kasih sayang. Namun, pada 

dataran aplikatif tidak mudah untuk mewujudkannya. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat. 

Banyaknya kenyataan yang menunjukkan bahwa “perkawinan yang 

membahagiakan dan sejahtera” tersebut tidak terwujud, bahkan seringkali 

kehidupan perkawinan gagal bagaikan hidup dalam bumi tanpa atmosfir. 

Padahal perkawinan yang gagal akan membawa akibat buruk bagi 

perkembangan jiwa bagi tiap anggota yang terlibat dalam perkawinan 

tersebut. 

Terjadinya kegagalan tersebut bermula dengan adanya ketegangan-

ketegangan antara suami-istri yang menimbulkan perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga memunculkan disorganisasi 

keluarga (kekacauan keluarga). 

Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai pecahnya suatu unit 

keluarga, atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang anggotanya 

gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga dapat 

terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami dan istri dalam beberapa 

hal. Disorganiasi keluarga terjadi karena adanya konflik yang tidak segera 

diatasi, yang akan menambah parah permasalahan dalam rumah tangga, 

sehingga bisa berujung pada perceraian. 
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Menurut William J. Goode dalam bukunya “Family Disorganization”, 

kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, 

terputusnya atau retaknya struktur sosial jika satu atau beberapa anggota gagal 

menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Menurut teori ini, macam-

macam utama kekacauan adalah sebagai berikut: 

1. Ketidaksahan, ini merupakan unit keluarga yang tidak lengkap. Sama 

halnya dengan bentuk-bentuk kegagalan peran dalam keluarga. 

2. Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan. Terputusnya 

keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua suami-istri 

memutuskan untuk saling meninggalkan, dan selanjutnya berhenti 

melaksanakan kewajiban perannya. 

3. Keluarga selaput kosong. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal 

bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerja sama satu dengan yang 

lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional antara satu 

kepada yang lain. 

4. Ketiadaan seseorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. 

Beberapa keluarga terpecah karena suami atau istri meninggal, 

dipenjarakan, depresiasi atau malapetaka yang lain. 
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5. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka dalam 

keluarga seperti penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah, 

sehingga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.14 

Dengan adanya kekacauan keluarga seperti di atas, anggota keluarga 

tidak dapat menjalankan kewajiban peran dan fungsinya, apabila tidak ada 

kesadaran dan kesabaran serta dibiarkan berlarut-larut akan cenderung 

menimbulkan konflik antarkeluarga. 

Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai sesuatu proses 

sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu 

pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau 

membuatnya tidak berdaya.15 

Menurut pendapat William J. Goode, kekacauan dalam keluarga 

biasanya dramatis, karena menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-

penyesuaian pribadi dilematis. Di satu pihak, nilai yang mendominasi 

masyarakat masih menginginkan wanita tetap memegang tugas tradisional. Di 

pihak lain, terdapat pengaruh-pengaruh yang memperkenalkan nilai-nilai baru 

yang dianggap lebih sesuai. Kesenjangan antara yang dirasakan, tidak adanya 

semacam tekanan untuk tetap hidup untuk melakukan peranan tradisional, 

                                                           
14 William J. Goode, Sosiologi Keluarga, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007) hlm.184 
. 
15 http://wikipedia.org/wiki/konflik, diakses pada tanggal 24 April 2011. 
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dengan apa yang dianggap seharusnya terjadi, dapat menimbulkan konflik, 

yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan perkawinannya.  

Ada nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem 

keluarga, biasanya akan membawa akibat meningkatnya kegagalan dalam 

melaksanakan peran. Bila salah satu pihak, baik istri maupun suami, 

menerima cara-cara baru sedangkan pihak lain belum bersedia menerima, 

maka dapat terjadi ketidaksepahaman tentang kewajiban peran yang 

sebenarnya.16 

Dalam keluarga yang masih menganut pola-pola peranan  tradisional, 

konflik dapat timbul apabila si istri mencoba untuk memegang peranan yang 

tidak konsisten dengannya. Banyak suami yang keberatan terhadap hak yang 

dimiliki istri mereka dalam bidang yang merupakan hak si suami.  

Konflik-konflik ini sering terjadi dari istri-istri yang bekerja dan 

berpenghasilan. Masalah yang berhubungan dengan peranan ini tergantung 

terutama pada sikap suami, jika ia dapat menerima pekerjaan istrinya dengan 

pengertian, masalah-masalah penyesuaian dapat diperkecil. Jika ia keberatan 

terhadap peranan ini, masalah ini akan bertambah besar.17 Keluarga 

merupakan suatu sistem sosial yang masing-masing bagian saling bergantung 

satu sama lain (norma-norma mengatur bagian dan peranan).  

                                                           
16 T.O Ihromi, Bunga Ramai Sosiologi Keluarga, (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2004). 

Hlm. 168.  
 
17 Khoiruddin Harahap, Sosiologi keluarga, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985). Hlm.122. 
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Syari’at Islam telah mengatur dengan sedemikian jelas kepada 

hambanya dengan memberikan solusi dengan seperangkat metode ijtihad yang 

lengkap. Hal ini bisa dilihat apabila dalam kondisi di mana antara suami dan 

istri sering terjadi percekcokan dan perselisihan yang berkepanjangan, 

sehingga keharmonisan keluarga terganggu, maka Allah SWT menganjurkan 

agar ditunjuk hakim dari pihak suami maupun dari pihak istri yang 

mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali.18 

Di sinilah fungsi hakim Pengadilan Agama sebagai upaya untuk 

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dengan melalui prosedur dan 

upaya ijtihad hakim untuk menggali nilai keadilan dan kepastian hukum dari 

sebuah persoalan, tentunya persoalan ini dapat diselesaikan tanpa mencedrai 

rasa keadilan para pihak. 

Akan tetapi, jika perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak 

tidak berhasil, sehingga dirasakan bahwa kehidupan di antara mereka sudah 

tidak mungkin lagi dilanjutkan kembali, maka Allah tidak akan memaksa bagi 

kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang kacau, 

sehingga Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa dalam 

rumah tangga tersebut melalui perceraian.19 

                                                           
18 Lihat  An-Nisa>’ (4): 35. 
 
19 Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, alih bahasa Zaini Ahmad Noch, (Yogyakarta:  

Gajah Mada University Press, 1991), hlm.15. 
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Tertera dalam pasal 38 UU Perkawinann Nomor 1 Tahun 1974 

disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena: 

1. Kematian 
2. Perceraian 
3. Putusan pengadilan.20   

Dengan demikian, baik suami maupun istri, diberi hak untuk 

memutuskan perkawinannya melalui perceraiannya, baik cerai talak yang 

merupakan cerai dari pihak suami maupun cerai gugat dari pihak istri. Untuk 

mengajukan perceraian, baik suami maupun istri, tidak dapat leluasa untuk 

melakukannya. Meraka terikat aturan yang berlaku, yaitu harus dilaksanakan 

di depan sidang pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang sah dan kuat, 

yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian. 

Mengutip pendapat Hasan Ahmad, seorang ahli hukum dari Pakistan 

yang dalih bahasakan oleh Hisako Nakamura dalam bukunya “Perceraian 

Orang Jawa” disebutkan bahwa: 

“Dalam kandungan hukum Islam, hak untuk memutuskan perkawinan 
tidak hanya terletak di tangan suami, tetapi istri juga diberi hak ini, 
sekalipun tidak mutlak seperti yang ada pada hak suami. Istri dapat 
mengakhiri perkawinan dengan syarat tertentu atau dia dapat melakukan 
melalui “qa>di” (hakim) apabila ada alasan kuat untuk tindakan ini. 
Namun pada umumnya, hak yang ada pada istri tidak sama luasnya 
dengan hak suami. Perbedaan terletak pada kenyataan bahwa bilamana 
suami sendiri dapat menceraikan istrinya, sebaliknya istri dapat 
memutuskan perkawinannya dengan campur tangan seorang qhodi atau 
hakim penengah.”21   

                                                           
20 Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm.15. 
21 Hisako Nakamura, Perceraian.... hlm.104. 
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Dalam masalah ini di mana istri boleh mengajukan perceraian yang 

diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 7 Tahun 

1989 yang berbunyi: 

“Gugatan perceraian diajukan oleh isrti atau kuasanya kepada pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali 
apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 
bersama tanpa izin tergugat.22 
 

Dengan adanya hak bagi seorang istri untuk memutuskan 

perkawinan, nabi memperingatkan agar dalam memohon cerai tersebut istri 

harus mempunyai alasan yang kuat dan dibenarkan oleh syari’at Islam, Nabi 

telah bersabda: 

���� ���� 	
�� ���� ��� �� �� 	��� 	
��� ���  !"��� 	#� 23  

Jika akad perkawinan telah sah dan berlaku maka ia akan 

menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula 

hak serta kewajiban selaku suami-istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga 

macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami  atas istri, dan hak bersama.24 

Hak istri terhadap suaminya meliputi dua macam, yaitu: hak 

kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan terdiri dari dua hal, yaitu mahar 
                                                           

22 Pasal 37 Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 
 
23 Turmudzi, Jami’ as sa>hih Turmudzi, ili abhas Thalaqiktiraniyyah. Jilid 2, hal. 511. 

diriwayatkan dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Bapaknya Abi Qalabah dari Tsauban dari 
Rasullullah.   

 
24 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah VII, alih bahasa Moh Tholib, cet. Ke-8, (Bandung: al-Ma’arif, 

1991), hlm. 51. 
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dan nafkah. Berkaitan dengan nafkah keluarga, ada beberapa ayat yang 

menjelaskan tentang persoalan ini.25 Hadis nabi yang membicarakan tentang 

pemberian nafkah terhadap istri, di antaranya: 

 $%&� 	�'� (� )*+,� (�*+, 	� �-*��� �� (./,' 0��1 2�� 3	�* 	�� 3� 4� 56 �	,

78��9� 7�	� �� ,;�< = )� 2
� ,>	�� �� ,5	-� : ;�*+,	� @��/A	� 7�	� �� B%&

 ;��� )*+,�26  
Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa di antara hak istri dari 

suaminya adalah mendapatkan nafkah. 

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Ttahun 1974 tentang 

perkawinan (yang selanjutnya disebut UUP) yang berbunyi: (1) suami-istri 

harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) rumah kediaman yang 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami bersama istri. Dalam 

kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang nafkah, yaitu pada pasal 78 

sama dalam UUP, namun ada tambahan dalam KHI yaitu Pasal (80) ayat (4) 

yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, 

kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya 

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 

                                                           
25 Lihat Q.S al-Baqarah (2): 233, al-Tha>laq (65): 6-7, al-Nisa> (4): 3 dan 34, al-Isra>’ (17): 30, 

dan al-Ahza>b (33): 50. Dari ayat-ayat tersebut yang langsung membicarakan masalah nafkah. 
 
26 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulu>ghul Mara>m min Adillah al-Ahka>m, (al-Haramain: t.p., t.t.), hlm. 

249. Paragraf  No.1 hadis Muttafaq ‘Alaih. Lihat Teks Asli dalam Bukhari, Sahih Bukha>ri, bab Kaifa 
Ka>na> Bad’u al Wahy ila> Rasulilla>h Sallalla<hualaihi Wasallam, Juz 1 hal 163. 
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Hukum perdata Barat juga turut mengaturnya yang tertera dalam 

Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Setiap suami wajib 

menerima diri istrinya dalam rumah yang didiami, berwajib dia pula 

melindunginya dan memberi padanya segala yang perlu dan berpautan dengan 

kedudukan dan kemampuannya.27 

Diputusnya suatu perceraian oleh pengadilan dengan alasan 

pengabaian nafkah lahir merupakan suatu putusan yang berdasarkan pada asas 

kemaslahatan yang juga diperkuat dengan dasar Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: Jika suami atau 

istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan 

untuk bercerai dengan suaminya kepada pengadilan.  

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tindakan suami yang 

meninggalkan kediaman bersama, meskipun suami meninggalkan harta yang 

dapat dijadikan nafkah oleh istri dan anak-anaknya28 Allah memerintahkan 

agar suami-istri masing-masing menggauli pihak yang lain secara baik, atau 

seandainya tidak sanggup menegakkan hukum Allah yang berhubungan 

dengan kehidupan suami-istri, sebaiknya mereka bercerai secara baik pula.29 

                                                           
27 R Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. Ke 31 (Jakarta:  

Pradnya Paramita, 2002), hlm. 27. 
 
28 Kamal Mukhtar,  Asas-Asas Hukum  tentang Perkawinan, cet. Ke-3 ( Jakarta: Bulan Bintang, 

1993). Hlm. 219. 
 
29 Q.S al-Baqarah (2): 229.  
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Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan 

secara eksplisit tentang alasan-alasan perceraian, yaitu perceraian dapat terjadi 

karena alasan atau alasan-alasan: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 
dan selain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
di luar kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan  dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 

7. Suami melanggar taklik talak. 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
 
Dalam penafsiran Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ayat (2): 

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, serta berdasarkan juga 

pada taklik talak yang diucapkan oleh suami. Taklik talak adalah suatu bentuk 

khusus dari talak (perceraian), yang perceraian dengan persyaratan tertentu. 

Artinya, di sini jatuhnya talak atau terjadinya perceraian setelah 

terpenuhinya persyaratan yang diucapkan suami dalam taklik talak tersebut. 

Nampaknya, taklik talak tersebut telah melembaga dalam masyarakat Islam 

Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Dewasa ini, taklik talak telah 

dirumuskan oleh Departemen Agama dalam suatu dokumen yang seragam. 
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Dalam formulir yang biasa dibaca oleh suami sesudah akad nikah berlangsung, 

disebutkan bahwa suami menyetujui jatuhnya talak atas istri apabila: 

1. meninggalkan istri selama enam (6) bulan atau lebih berturut-turut, atau 
2. tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut, atau 
3. menyakiti badan jasmaninya, atau 
4. tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan berturut-turut. 

 
Ini merupakan syarat yang baku dan istri masih boleh untuk 

menambahkan persyaratan yang lain. Menurut perjanjian itu, bila istri 

mengetahui adanya salah satu persyaratan yang dilanggar oleh suami dan istri 

tidak rela dan mengadukan halnya kepada Hakim Pengadilan Agama, disertai 

dengan dua orang saksi yang memperkuat kejadian tersebut, maka hakim 

Pengadilan Agama dapat menyatakan bahwa talak suami telah jatuh dan istri 

telah cerai. 

Dengan demikian, taklik talak merupakan suatu talak yang berlaku 

karena tiga kejadian: (1) bila suami melanggar salah satu persyaratan yang 

sudah dibakukan dalam perjanjian taklik talak  atau persyaratan lain yang 

ditambahkan, (2) bila istri tidak rela akan perbuatan suaminya, dan (3) bila istri 

mengadukan halnya kepada hakim Pengadilan Agama dengan kesaksian cukup 

atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujui.30 

Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila perceraian 

itu memang merupakan salah satu jalan yang dianggap paling baik untuk 

                                                           
30 M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum 

Perkawinan Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 98-100. 
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menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka. Walaupun sebenarnya 

tujuan perkawinan itu untuk mencapai kebahagian dan ketenteraman hati 

masing-masing, namun hal itu tidak akan mungkin tercapai apabila sudah tidak 

ada kesesuaian hati di antara keduanya. Daripada perkawinan selalu  dihiasi 

dengan percecokan dan perselisihan yang terus-menerus sehingga menimbulkan 

kemudaratan bagi salah satu pihak. Maka bagi pihak yang menderita madarat 

dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan.31 

Usaha hakim dalam Kedudukan Hakim di Pengadilan Agama dalam 

persoalan ini sangat berperan penting untuk menyeleksi terhadap alasan-alasan 

yang masuk ke pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara berusaha 

mendamaikan yang bersifat memberi kesempatan seluas-luasnya terhadap para 

pihak, menengahi dan berupaya mencari keadilan di antara pihak-pihak 

bersengketa,32 di samping dengan pandangan-pandangan yang menggugah serta 

pendekatan keagamaan supaya lebih nyata hasilnya dibandingkan dengan 

pendekatan yang lain. Sedangkan kedamaian sesungguhnya dikembalikan lagi 

kepada dua belah pihak mendamaikan itu lebih utama dari menjatuhkan 

putusan. Hal itu merupakan prioritas utama, dan jika berhasil maka itu 

dipandang adil sebab dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang kalah 

dan yang menang. 

                                                           
31 Zakiah Derajat dkk, Ilmu Fiqh, cet ke-2, (Jakarta: Yuliana Press, 1984), hlm. 270. 
 
32 Retnowulan Sutantio dkk, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Mandar 

Maju, 1989), hlm. 30. 
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Kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak sejalan dengan 

tuntutan ajaran Islam yang memerintahkan penyelesaian setiap perkara dengan 

jalan damai atau is}la>h.33 Pertimbangan hakim selanjutnya adalah anjuran damai 

sebagaimana dalam HIR (Pasal 130).34 Anjuran damai ini dapat dilakukan 

setiap kali sidang sebelum perkara itu diputus.  

Jika usaha damai tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, maka 

setelah melalui proses persidangan dengan menyajikan alat bukti berupa saksi, 

maka hakim dengan kewenangannya untuk memberi putusan akhir dalam 

persidangan, keputusan akhir ini adalah pilihan yang bersifat tetap dan 

mengikat.  

Pada dasarnya, putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja 

seorang hakim. Melalui putusan-putusan yang dibuatnya, kinerja seorang hakim 

dapat dinilai dan dievaluasi. Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan melalui 

eksaminasi putusan hakim. Penyusun memberi pertimbangan ada kaitan erat 

antara diri dan hasil putusan hakim. Dalam keputusan hakim ini, ada beberapa 

hal yang ada pada diri hakim yang berpengaruh pada isi putusan, yaitu: 1) 

kemampuan berfikir logis, 2) kepribadian, 3) jenis kelamin, 4) usia, 5) 

pengalaman kerja.35 Bagaimanapun pertimbangan diri hakim menjadi penting 

                                                           
33 Al-Hujara>t (49): 9. 
 
34 Maria. S.W. Suwarjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 

2008), hlm. 6. 
35 Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 

2003), hlm. 56. 
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nantinya dalam melihat bagaimana penerapan hukum materil maupun formil, 

bagaimana penggunaan doktrinnya dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan 

putusannya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini mengenai  “Cerai Gugat Di Pengadilan Agama 

Wonosari, Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir (Studi Putusan 

No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno) Tahun 2010 merupakan suatu penelitian yang 

bersifat library research, yaitu menitik beratkan pada penelitian pustaka, tetapi 

untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian pustaka dilakukan 

penelitian Dokumentasi Hasil Putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama 

Wonosari. Hal ini dilakukan karena penelitian Kepustakaan untuk lengkapnya 

perlu didukung dengan data putusan pengadilan Agama No: 0034/Pdt.G/2010/ 

Pengadilan Agama.Wno).  

 Laporan hasil penelitian kepustakaan nantinya diharapkan dapat 

memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif kualitatif.36 Dan 

deskriptif analitis.37 —Disebut deskriptif, karena hasil yang diharapkan dalam 

penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis 

                                                           
36 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1993), hlm.2 
 
37 Kuncaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1997), 

hlm.45.  
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mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan “ Cerai Gugat Di Pengadilan 

Agama Wonosari, Analisis Terhadap Faktor Pengabaian Nafkah Lahir (Studi 

Putusan No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno) Tahun 2010” . 

 Karena Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif, 

dimana merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka kemudian digabungkan dengan penerapannya pada Hasil putusan 

Pengadilan Agama Wonosari No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno Tahun 2010 

dimana mencakup atas : (a). penelitian terhadap asas-asas hukum dan dasar-

dasar hukum, (b). Penelitian terhadap sistematika dan Prosedur Hukum 

beracara di Pengadilan Agama, (c). Penelitian terhadap Hak hak penggugat dan 

Tergugat dalam Proses penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama, (d). 

Pertimbangan Hakim, dan (e). Kekuatan Hukum dalam Keputusan Hakim.38 

Dalam wacana penelitian hukum, penelitian dengan subyek peraturan 

perundang-undangan dapat dikategorikan penelitian hukum doktrinal, yaitu 

penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in 

concreto oleh hakim dalam penetapan putusan. Dengan subyek penelitian yang 

demikian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu hasil analisis 

tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kuantitatif). Untuk memperoleh 

data dengan jenis-jenis di atas, penyusun mengadakan penelusuran kepustakaan 

terhadap sumber-sumber tertulis di Perpustakan dan melalui internet. 

                                                           
38 Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

   Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer 

dan sekunder. Sumber data utama (primer) adalah data yang diperoleh langsung 

dari Pengadilan Agama Wonosari yaitu berupa Putusan No: 

0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno dalam penyelesaian Sengketa Perceraian antara 

suami dan Istri di Pengadilan Agama Wonosari, dalam kasus Cerai gugat yang 

diajukan oleh istri yang dalam hal ini sebagai Penggugat dan dan Suami sebagai 

Tergugat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan 

mengadakan penelitian kepustakaan (library research) untuk mencaril konsep-

konsep, pendapat-pendapat, atau penemu-penemu yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan, yang  berupa : 

1) Bahan hukum primer, 

   Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat39 yang terdiri dari : 

a. Al-Qur’an 

b. Al-Hadits 

c.  Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989. 

e. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006. 

                                                           
39 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada , 2003), hlm.13. 
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f. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

g. KHI (Kompilasi Hukum Islam) 

h. KUH Perdata (BW) 

i. Keputusan Pengadilan No: 0034/Pdt.G/2010/Pa.Wno Tahun 2010 

2)  Bahan hukum sekunder, sumbernya adalah pendapat para ahli hukum 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya 

tidak mengikat, seperti literatur hukum dan Fiqh, makalah, kertas kerja 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk  

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus hukum dan Ensiklopedia Hukum. 

H. Analisis Data  

  Data yang telah diperoleh baik dari penelitian kepustakaan 

maupun dari lapangan berupa putusan pengadilan Agama No.0034/Pdt. 

G/2010/ Pa.Wno Tahun 2010 dengan cara dianalisis secara kualitatif 

dengan metode diskriptif kualitatif 

a. Deskriptif 

 Metode penyajian suatu data dalam bentuk uraian secara sistematis dan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada Putusan tersebut. 

b. Kualitatif 

Metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data 

yang di peroleh dari penelitian lapangan berupa putusan No: 0034/ 
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Pdt.G/2010/Pa.Wno Tahun 2010 menurut kualitas dan kebenarannya 

kemudian di hubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi 

kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang 

diajukan. Dalam menganalisis data yang ada digunakan cara berpikir 

induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya 

khusus ke hal yang sifatnya umum. 

 

I.  Sistematika  Pembahasan 

 Skripsi  ini secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tiga bagian: 

 Bagian Pertama adalah formalitas yang terdiri dari bab I yaitu; 

Pendahuluan,Pokok Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Pembahasan. 

 Bagian Kedua  adalah isi, yang terdiri dari dua bab, bab pertama 

berupa landasan teori  yang berisi Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan. Tinjauan Umum Tentang Nafkah, Posisi 

Nafkah Keluarga dalam Kehidupan Keluarga Menurut Islam . Bab ketiga 

membahas tentang gambaran umum dan Putusan Pengadilan Agama 

Wonosari Tentang Perkara Cerai Gugat No.0034/PDT.G/2010/Pengadilan 

Agama. Won. Tahun 2010 yang berisi prosedur Penerimaan Perkara dari Para 
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pihak yang bersengketa, Langkah-langkah Hakim dalam Penyelesaian 

Sengkata, Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa. 

 Bagian Ketiga adalah analisis yang berada pada bab empat, yang 

memuat Aspek Langkah-Langkah hakim dalam memutuskan Perkara, 

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, Analisa terhadap Suami 

yang mengabaikan nafkah lahir  

 Bagian Keempat  adalah penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan 

Saran. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
 

A. Kesimpulan 
 

1. Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani Perselisihan keluarga 

dalam kasus Cerai Gugat karena tidak terpenuhinya nafkah lahir 

sebagaimana dalam putusan No No: 0034/Pdt.G/2010/ PA.Wno tahun 

2010 sudah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah 

dilakukan tahapan-tahapan proses persidangan. 

2. Adapun Pertimbangan hakim melihat pada terpenuhinya nafkah lahir 

istri karena ditinggal suaminya (selaku tergugat) selama beberapa 

waktu, sehingga akibat berikutnya adalah tidak adanya ketentraman, 

keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga 

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 1 tahun 1974. 

Pertimbangan lain yang patut diperhatikan oleh hakim selanjutnya 

dalam menangani kasus perceraian dengan alasan suami mengabaikan 

(melalaikan) nafkah  lahir adalah bahwa Tergugat telah melanggar 

ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 116 huruf (b). 

B. Saran- saran 
 

1. Dengan semakin tumbuhnya persoalan persoalan keluarga dan 

banyaknya kasus perceraian baik itu cerai talak dan cerai gugat akan 

muncul persoalan-persoalan dalam perjalanannya, untuk 
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mengantisipasi persoalan tersebut baik advokat, notaris, hakim dan 

yang terkait  sudah saatnya tidak lagi memandang ringan tentang 

persoalan tersebut. Dalam kerangka berfikir dengan niat menegakkan 

keadilan dan kebenaran, para hakim dan aparat di lingkungan 

Pengadilan Agama memerlukan suatu komitmen penuh dan usaha 

yang kuat dalam mengemban amanat  baru menyelesaikan persoalan 

keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut 

diperlukan perjuangan agar Pengadilan Agama memiliki hukum acara 

Islam (Hukum Formil Islam) tentang penyelesaian sengketa cerai 

gugat. Dengan demikian diharapkan Pengadilan Agama mampu 

melakukan harmonisasi hukum guna menegakkan keadilan dan 

kebenaran dalam persoalan hukum keluarga. 

2. Dari penelitiain karya ilmiyah ini, tidak saja merupakan sesutu yang 

dianggap lengkap dan sempurna. Penyusun menyadari bahwa dari 

penelitian ini tentu masih banyak kekurangannya. Penelitian ini 

merupakan langkah awal yang diharapkan penelitian selanjutnya lebih 

konprehensif oleh peneliti- peneliti lain dalam membuka keterbatasan 

dari penelitian ini. karena toh kita selalu berpegang pada ” hukum itu 

berkembang menyesuaikan kebutuhan pada tempat dan waktu dimana 

hukum itu berada”.    
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